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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Di era modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam
kehidupan bermasyarakat, baik secara individual maupun sosial yang
menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalani. Hal ini banyak
berkaitan dengan adanya sistem yang berlaku baik dari adat, budaya, agama,
maupun hukum.
Salah satu masalah dasar yang sering menjadi persoalan dalam
bermasyarakat adalah kecenderungan individu dalam masyarakat yang
mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih
tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi
dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama.
Hal ini menjadi nampak nyata, salah satunya pada saat jalannya proses
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
dimana sikap tidak peduli menjadi sebuah pemandangan yang lazim, padahal
masyarakat mengetahui betapa pentingnya dalam pembayaranPBB-P2yang
bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan
mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Oleh karena itu, perlu di
kelola baik dari segi pemungutan maupun administrasi pengelolaan.
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya
disumbangkan kepada Pemda. PBB-P2 adalah pajak langsung, sehingga
pemungutannya langsung kepada wajib pajak, hal yang mendasar dan yang
sangat penting dalam penarikan PBB-P2 didasarkan pada fakta, dalam
melaksanakan tugas-tugasnya pemerintah membutuhkan biaya yang sangat
besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan.
PBB-P2 sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat kemudian
dipindahkan ke pemerintah daerah yang merupakan salah satu bentuk tindak
lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal demi mencapai
tingkat keberhasilan penerimaan PBB,berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang secara resmi
diberlakukan tanggal 1 Januari 2010. UU ini memberi kewenangan penuh
kepada Pemerintah/Kota untuk mengelola PBB-P2 yang sebelumnya
merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang menurut pasal
182 ayat 1 No. 28 dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014.
Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak nomor PER -61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB-P2
sebagai pajak daerah. PBB-P2 merupakan pajak yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985, kemudian UU ini
di ubah dengan UU No. 12 Tahun 1998 dan mulai berlaku terhitung 1 Januari
1995, yang di dalamnya meliputi perkebunan, perhutanan, pertambangan,
perkotaan, dan perdesaan. PBB-P2adalah penerimaan pajak pusat yang
sebagian besar hasilnya di serahkan kepada daerah, karena Pajak Bumi dan
3Bangunan termasuk jenis pajak yang penerimaannya di bagikan kepada daerah
sebagai hasil dan perimbangan.
Pemungutan PBB di Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU No. 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Daerah atau PERDA NO. 2 Tahun 2013. Sistem pemungutan PBB-P2 di
Kabupaten Bengkalis adalah sistem self assesment system, yang mewajibkan
wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor pajak terutang
kepada Dipenda Kabupaten Bengkalis.
Sebagaimana dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, pada Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 ditetapkan bahwa yang menjadi objek pajak
PBB-P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Misalnya
sebidang tanah dimiliki oleh tuan A dimana diatas tanah tersebut telah berdiri
sebuah bangunan yang dimiliki oleh tuan B. Pendirian bangunan tersebut
didasarkan pada perjanjian dan izin yang diberikan oleh tuan A kepada tuan B,
dimana seluruh tanah tetap dimiliki dan dikuasai oleh tuan A termasuk
kewajiban pembayaran pajak juga ada pada tuan A. Tuan B diizinkan untuk
mendirikan bangunan dan memanfaatkannya dengan ketentuan pajak atas
bangunan dimaksud harus ditanggung oleh tuan B. Dalam kasus ini
dimungkinkan pengenaan PBB-P2 dilakukan secara terpisah, dimana atas
keseluruhan tanah dikenakan PBB-P2 yang akan ditanggung oleh tuan A dan
4atas bangunan dikenakan PBB-P2 yang akan ditanggung oleh tuan B. Apabila
hal ini dilakukan maka akan ada 2 objek pajak yang terpisah, yaitu objek pajak
berupa tanah (saja) dan bangunan (saja).
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2
Kabupaten Bengkalis
No Tahun Target (Rp) Realisasi ( Rp) Persentase (%)
1 2013 10.725.439.869 4.348.025.382 41%
2 2014 11.095.457.609 4.810.318.206 43%
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 2015
Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di
UPT Dipenda Kabupaten Bengkalis dijumpai bahwa tahun 2013 realisasinya
4.348.025.382 targetnya 10.725.439.869 dengan persentasenya 41%, tahun
2014 realisasinya 4.810.318.206 targetnya 11.095.457.609 dengan
persentasenya 43%. Adanya peningkatan penerimaan PBB-P2 di UPT
Dipenda Kabupaten Bengkalis, dimana terjadi peningkatan sebesar 11%.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik menggali
kajian pengetahuan tentang : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Pembayaran PBB-P2 di UPT Dipenda Kabupaten
Bengkalis”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis dapat perumusan permasalahan yaitu “Apa saja faktor-faktor yang
5mempengaruhi penerimaan pembayaran PBB-P2 di UPT Dipenda Kabupaten
Bengkalis?”.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaanpembayaran
PBB-P2 di UPT Dipenda Kabupaten Bengkalis.
2. Manfaat Penulisan
a. Dengan adanya penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi penulis
untuk menambah wawasan di bidang perpajakan.
b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dan sebagai bahan masukan,pertimbangan, regsi pembayaran PBB-P2
dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhipenerimaan
pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis.
61.4 Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penulisan dan pengambilan data ini dilakukandikantor UPT
PBB-P2 Dipenda Kabupaten Bengkalis.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini dilakukan tanggal 14 November 2014 dan
akan diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2015.
3. Jenis data
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut dalam
bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi
yaitu pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Contohnya : Data wajib pajak, dan data penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Teknik Pengumpulan data
Interview adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada
kepala bagian atau  pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan
penulis bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Tentangkepatuhan
masyarakat dalam membayarPBB-P2 di Kabupaten Bengkalis, dan faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan pembayaran PBB-P2.
5. Analisis Data
Penulis menganalisis data ini, penulis menggunakan metode
analisis kualitatif.Yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang
bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis,
sehingga permasalahan terungkap objektif.
71.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah,perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan
penelitian, teknik pengumpulan data, dan penulisan laporan.
BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR UPT PBB-P2 DIPENDA
KABUPATEN BENGKALIS
Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah Kantor Dipenda
Kabupaten Bengkalis dan UPT PBB-P2, susunan organisasi,
uraian tugas serta visi, misi kantor Dipenda Kabupaten
Bengkalis.
BAB III : TINJAUAN TEORIDANPRAKTEK
Dalam bab ini penulis perlu membahas tentang Pengertian Pajak,
Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Objek dan subjek
Pajak Bumi dan Bangunan, dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan, Kepatuhan Pajak, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Pembayaran PBB-P2.
BAB 1V : PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang
kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar
penelitian yang telah dilakukan.
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